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CASCADING BADAN KEUANGAN 
KOTA BUKITTINGGI

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih Meningkatnnya Kemandirian Keuangan Daerah
Indeks Integritas Pemerintah Daerah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Meningkatnya Efektifitas Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kontribusi PAD
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Bidang Anggaran Bidang Perbendaharaan Bidang Akuntansi Bidang Pengelolaan BMD Bidang Pendapatan Bidang Pendapatan
Peningkatan kualitas perencanaan 
penganggaran daerah

Peningkatan kualitas Penatausahaan 
keuangan daerah

Peningkatan kualitas pelaporan 
keuangan pemerintah daerah

Peningkatan tata kelola barang milik 
daerah 

Meningkatnya kualitas manajemen 
pengelolaan pajak daerah

Meningkatnya Pendapatan dari 
Pajak, Retribusi dan Lain-lain PAD 
yang SahPersentase kesesuaian  

perencanaan dan penganggaran
Persentase penyampaian informasi 
penatausahaan keuangan daerah 
tepat waktu

Persentase laporan keuangan 
pemerintah daerah sesuai SAP

Kontribusi penerimaan daerah dari 
BMD yang dimanfaatkan dan 
dipindahtangankan terhadap PAD

Persentase Pajak Tertagih Persentase peningkatan pajak daerah
Persentase dokumen penganggaran 
yang selesai tepat waktu

Persentase informasi keuangan 
disampaikan tepat waktu

Jumlah penambahan objek pajak 
baruPersentase penyerapan dana transfer Jumlah temuan pemeriksaan 

terhadap BMD
Persentase peningkatan retribusi 
daerahJumlah jenis pajak memakai sistem 

onlinePersentase penyerapan belanja 
daerah

Jumlah Informasi data pengelolaan 
BMD

Persentase penerimaan lain-lain 
PAD yang sahPersentase piutang pajak yang dapat 

ditagih

Subid perencanaan dan 
penyusunan anggaran

Subid Penerimaan
Subid konsolidator dan pelaporan Subid Perencanaan dan 

Penatausahaan Barang Milik 
Daerah

Akurasi data penerimaan daerah Subid pendaftaran dan pendataan Subid pendaftaran dan pendataan
Sinergitas perencanaan dan 
penganggaran

Persentase kesesuaian data 
penerimaan daerah dengan 
Rekening Kasda

Laporan keuangan daerah sesuai  
SAP

Optimalisasi penyebarluasan 
peraturan daerah

Persentase  nomenklatur kegiatan 
APBD sama dengan KUA PPAS

Jumlah temuan BPK terhadap LKPD Persentase kesesuaian data BMD 
dengan fisiknya

Ekstensifikasi sumber-sumber PAD Persentase peningkatan masyarakat 
sadar pajakJumlah sumber PAD yang dapat 

digali

Meningkatnya koordinasi dengan 
SKPD PenghasilPenyampaian laporan keuangan 

sebelum tanggal 20 setiap bulannya 
Pemanfaatan barang milik daerah Meningkatnya Jumlah Piutang yang 

Tertagih Penyampaian laporan dana transfer 
sebelum sepuluh hari kerja setiap 
triwulan berakhir

Kontribusi  penerimaan daerah dari  
BMD yang dimanfaatkan terhadap 
PAD

Persentase pencapaian target pajak, 
retribusi dan lain-lain PAD yang sah

Ketepatan waktu pengesahan dan 
penyampaian Perda APBD 

Subid pengeluran
Penatausahaan pengeluaran daerah 
sesuai aturan

Subid akuntansi SKPD Subid Penggunaan, Pemanfaatan, 
dan Pembinaan Barang Milik 

Daerah

Subid penagihan, pendapatan 
lainnya dan pelaporanInformasi keuangan disampaikan 

Tepat Waktu
Subid penagihan, pendapatan 

lainnya dan pelaporanAPBD ditetapkan sebelum tanggal 
31 Desember

Jumlah dana DAK yang dapat 
diserap

Subid pengendalian dan 
pengesahan anggaran

Penyampaian LKPD ke BPK sebelum 
31 Maret

Jumlah piutang pajak, retribusi dan 
laim-lain PAD yang dapat ditagih

Jumlah SP2D SKPD diterbitkan 1 
hari setelah SPM diterimaPersentase pengalokasian anggaran 

belanja sesuai aturan
Subid akuntansi PPKD Subid Pemindahtanganan, 

Pengawasaan dan Pengendalian 
Barang Milik Daerah

Subid Penetapan
Persentase kesesuaian perhitungan 
gaji dengan KP4

Pencegahan terjadinya temuan BPK 
yang akan mempengaruhi kewajaran 
laporan keuangan

Sistem informasi pendapatan daerah 
yang terintegrasi

Subid analisis dan evalisis 
anggaran

Peningkatan PAD dari BMD yang 
dipindahtangankan

Jumlah  piutang PAD  yang 
terotomasiSubid pengelolaan Kas Jumlah temuan BPK yang dapat 

ditindaklanjuti dari semua temuan 
pra opini

Efektifitas perencanaan 
penganggaran

Pengelolaan kas daerah sesuai 
aturan

Kontribusi penerimaan daerah dari 
BMD yang dipindahtangankan 
terhadap PADPersentase kesesuaian penempatan 

rekening penganggaran



OUTPUT

1 1 1 1
1 1

2 2 2 2 2 Basis Data objek Pajak 2

3 3 3 3 3 Objek Pajak Baru 3

4 4 4 4 4 Pajak Online Terintegrasi 4 Berita Acara Pemeriksaan

5 5 5 5 5 Data PBB P2 Mutakhir 5 Penyuluhan/sosialisasi pajak

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 Data pelaporan pajak valid 7

8 8 8 8 8 Laporan Penagihan Pajak 8 Peta potensi pajak

9 9 9 9 9 SOP Pengelolaan Pajak daerah

10 10 10 10

11 11 11 11

12 12 12

13 13 13 Dokumen Pemanfaatan BMD

14 14 14 Dokumen HGB diatas HPL

15

16

17

Laporan pengelolaan rumah dinas

Kasus keberatan pajak terselesaikan

Dokumen perencanaan pengelolaan 
pajak daerah 

Server, Komputer, Softwere pajak 
daerah

Dokumen Perubahan KUA dan 
Perubahan PPAS Surat Penyediaan Dana (SPD) Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan 

dan Aset Daerah
Dokumen standar sarana dan 
prasarana 

Perda APBD Laporan pembiayaan daerah Laporan Keuangan semester 1 dan 
Prognosis 6 bulan berikutnya Dokumen RKBMD

Dokumen KUA dan PPAS Dokumen SP2D Laporan Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas Daerah Buku standar harga barang dan jasa 

Perwako PAPBD  Transaksi kas daerah 
Perwako Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Data BMD yang diinventarisir SPPT, SKPD, SKPDKB/SKPD 

diterbitkan
Perda Pajak dan retribusi daerah

Perwako APBD Laporan dana transfer Berita Acara Konsolidasi Laporan 
Keuangan Dokumen RKPBMD

Perda PAPBD Jumlah  perhitungan dan penyetoran 
potongan fihak ketiga (PFK) dan 
iuran pemda

Perda Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Dokumen Kebijakan pengelolaan 

BMD 

Dokumen Regulasi dan Kebijakan 
Bidang Anggaran 

Berita acara rekonsiliasi data 
penerimaan Laporan Tindak Lanjut LHP BPK Sertifikat balik nama BMD Data pajak dan retribusi daerah 

terintegrasi
Dokumen Kebijakan Perencanaan 
Anggaran Pendapatan 

Perwako Petunjuk Teknis 
Administrasi Keuangan Laporan TP-TGR Dokumen Penilaian BMD 

Dokumen Penetapatan Status BMD
Data Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembayaran Cicilan Pokok dan 
Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Dokumen Pengalihan Status BMD

Dokumen Kebijakan Perencanaan 
Anggaran Belanja Daerah Laporan pengelolaan dana cadangan Laporan Prosedur Analisis LPP 

APBD Berita Acara Rekonsiliasi Barang

Dokumen Kebijakan Perencanaan 
Anggaran Pembiayaan Data investasi pemerintah daerah Laporan dana transfer Laporan BMD tahunan

Sistem Keuangan terintegrasi

Dokumen Kebijakan dan alokasi 
subsidi 

Laporan Pelaksanaan Pembinaan 
BLUD

Laporan Dana Darurat dan mendesak Laporan Penyusunan Statistik KPD

Laporan dana bagi hasil

Laporan Data Keuangan 

Laporan pembinaan penganggaran
Data Perencanaan dan Pelaksanaan 
Penerimaan Pinjaman Pemerintah 
Daerah

Berita acara rekonsiliasi data 
penerimaan


